BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya
merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang
apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau
melawan hukum. Hal ini dapat berarti bahwa penegakan hukum
pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat
dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil
dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan
untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah
perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi sesuai dengan
ketentuan hukum pidana formil. Untuk menjamin perlindungan
terhadap hak asasi manusia dan agar aparatur negara menjalankan
tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka

KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu
penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan
setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian
ditetapkan menjadi tersangka, tindakan hukum yang pertama
dilakukan adalah praperadilan. Bersumber pada asa praduga tak

bersalah maka jelas dan sewajarnya tersangka/terdakwa dalam



poses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya." Ini berarti
setiap orang yang disangka ; ditangkap, ditahan, dituntut dan / atau
dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah
sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat
yang disangka melakukan tindak pidana. Dalam berbagai kasus
pidana yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan
menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut

keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang
yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk
memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara,
artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah
mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam

KUHAP khususnya Pasal 77 tentang Praperadilan, bahwa :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

tentang :

a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan;

''S. Tanusubroto, 1983,” Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana’
Penerbit Alumni, Bandung, him. 72.
2 Ibid.



b) Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

penuntutan.”

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki
kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada
pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk
melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan
mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim.
Kewenangan yang dimiliki oleh hakim, jaksa, dan polisi meskipun
berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh

yang tidak dapat dipisahkan.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam
masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke
tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian
keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang
dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat.® Dalam rangka mewujudkan
supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan
landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak
pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

® Ermansjah Djaja, 2008, “Memberantas Korupsi Bersama KPK'Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta, him.182



Tahun 2001, Badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi
Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan
koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan.’
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2
dan 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan : “Lembaga
negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat

independen dan bebas dari kekuasaan manapun’.’

Dalam perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, di
Indonesia Pra peradilan sering bahkan selalu diajukan oleh para
tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Walaupun pada dasarnya
praperadilan termasuk hak asasi setiap orang untuk
memperjuangkan haknya, akan tetapi kebanyakan para tersangka
pelaku tindak pidana korupsi malah menjadikan praperadilan
sebagai sarana untuk mencegah dan menghentikan proses
penyidikan ke tahap selanjutnya. Praperadilan digunakan sebagai
jalan keluar paling aman para tersangka pelaku tindak pidana
korupsi. Ada beberapa gugatan praperadilan yang diajukan para
tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang dikabulkan, sehingga
ada beberapa tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang bebas.
Hal ini tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung telah

berpengaruh terhadap kinerja KPK dalam upaya pemberantasan

* Ibid., him.183.
® Ermansjah Djaja, Op. Cit., him 182.



korupsi di Indonesia.

Dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan nama—nama
besar seperti kasus yang menyeret Komjen Pol. Budi Gunawan
sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan
Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan
jabatan lainnya di kepolisian.® Selain karena menyeret nama besar,
kasus ini juga menyita perhatian publik karena beberapa hari
sebelum ditetapkan sebagai tersangka korupsi yakni pada tanggal
10 Januari 2015, Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan
sebagai kandidat tunggal Kapolri menggantikan Sutarman.” Atas
penetapannya sebagai tersangka, Komjen Pol. Budi Gunawan
mengajukan Pra peradilan. Hasilnya, oleh Hakim Sarpin Rizaldi
melalui putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tahun 2015 PN Jakarta Selatan
mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan
penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat

mengikat secara hukum.®

Selain kasus diatas, kasus lain yang turut menjadi perhatian
adalah kasus yang menyeret nama Hadi Purnomo yang merupakan
Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui Putusan

PN JAKARTA SELATAN Nomor 36 / Pid.Prap / 2015 / PN.JKT.Sel.

®https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_b
a_kpk, diakses tanggal 2 Maret 2019
7 .
Ibid.
8 Ibid.




Tahun 2015 menyatakan bahwa penyidikan dan penyitaan barang
oleh KPK terhadap Hadi Purnomo tidak sah dan harus dihentikan.
Keputusan tersebut juga berujung pada pengguguran status Hadi
Purnomo sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK menetapkan
mantan Ketua BPK ini sebagai tersangka dalam kasus penerimaan
permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia senilai Rp 375

miliar pada 21 April 2014.°

KPK meminta Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau
kembali putusan pra-peradilan. Peninjauan Kembali (PK) pada
akhirnya ditolak oleh MA pada Kamis, 16 Juni 2016, dengan dua
dasar hukum yang kuat. Pertama, jaksa tidak boleh mengajukan PK.
Kedua, PK tidak dapat diajukan atas putusan pra-peradilan yang

tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).™

Kedua kasus yang telah dipaparkan secara singkat diatas
hanya merupakan contoh dari beberapa kasus pra peradilan yang
dimenangkan oleh para tersangka tindak pidana korupsi.
Dikarenakan kasus-kasus ini menyeret nama besar serta
menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, perhatian publik
terhadap kasus ini sangatlah besar. Sebaliknya, demi keadilan dan

kebenaran, penyidik dan Penuntut umum wajib secara resmi

? Saparuddin Siregar, Inilah Lima Politisi Yang Menang Melawan KPK,
https://www.brilio.net/creator/nilah-5-tersangka-yang-menang-praperadilan-melawan-kpk
-100425.html, diakses 16 Maret 2019

'% Ananda Nabila Setyani, 2017, Daftar para pemenang gugatan praperadilan
terhadap KPK, https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-
pemenang-qgugatan-praperadilan-melawan-kpk




menghentikan penyidikan atau penuntutan, jika pengadilan telah
menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan yang mereka lakukan itu adalah sah."

Tercatat sejak praperadilan yang diajukan Komjen Budi
Gunawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini
praperadilan menjadi tren baru bagi tersangka dalam suatu perkara
pidana untuk menghindar dari proses hukum pidana. Terlepas dari
hal tersebut, Hasil putusan pra peradilan tersebut menunjukan
kekurangan KPK dalam menghadapi sidang kasus pra peradilan.
Selain itu, bisa dikatakan putusan pra peradilan sebagai rintangan
besar yang harus dihadapi KPK dalam menjalankan tugasnya
memberantas tindak pidana korupsi. KPK dituntut untuk bekerja
ekstra dalam mengahadapi pra peradilan yang diajukan oleh para
pelaku tindak pidana korupsi. Kedua kasus diatas menjadi tolok
ukur yang digunakan sebagai dasar pertimbangan terkait putusan

pra peradilan

B. Rumusan Masalah

Apakah dasar pertimbangan putusan pra peradilan yang

" P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, “Pembahasan KUHAP Menurut
llmu Pengetahuan & Yurisprudensi”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, him.226.



membatalkan penetapan tersangka oleh KPK dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Memperoleh data tentang dasar pertimbangan putusan pra
peradilan yang membatalkan penetepan tersangka oleh KPK dalam

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan ilmiah  tentang dampak putusan
praperadilan terhadap kinerja KPK upaya pemberantasan

tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa, Hasil penelitian diharapkan
membantu mahasiswa untuk mengetahui lebih
banyak berkaitan dengan dampak putusan pra

peradilan terhadap kinerja KPK



b. Bagi Dosen, Hasil penelitian diharapkan dapat
menyadarkan akan pentingnya pengajaran terkait pra
peradilan, khusunya dalam kaitannya dengan tindak

pidana korupsi

c. Bagi penegak hukum, Hasil penelitian ini diharapkan
dapat membantu penegak hukum, khususnya dalam

upaya pemberantasan korupsi

d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan
menambah  wawasan masyarakat,  sehingga

menciptakan masyarakat yang kritis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran studi beberapa skripsi sebelumnya,
penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul
“Dampak Putusan Pra Peradilan yang Membatalkan Penetapan
Tersangka Oleh KPK Terhadap Pemberantsan Tindak Pidana
Korupsi” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan
duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Adapun
beberapa karya penelitian yang membahas tema yang sama adalah

sebagai berikut :

1. Andreyas Derryadi, llmu Hukum, Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, NPM :110510744, Judul “ Kewenangan Pra
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Peradilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan Yang
Diajukan Oleh Tersangka “ ( Studi Kasus Putusan
No:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel ) adapun rumusan masalahnya
adalah Apakah secara normatif lembaga pra peradilan
mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili
permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh
tersangka sebagai pemohon pada putusan
NO:31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel? Bagaimanakah pertimbangan
yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan pra
peradilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang
diajukan oleh tersangka pada putusan
No:31/Pid.pra/2014/PN.Jkt.Sel.?Tujuan penelitiannya adalah
untuk mengetahui apakah pengadilan mempunyai kewenangan
untuk memeriksa dan mengadili proses penyidikan dan
bagaimana pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan
perkara kewenangan pra peradilan terhadap permohonan
penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka. Hasil
penelitiannya adalah bahwa Pra peradilan mempunyai
kewenangan untuk memerikasa dan mengadili permohonan
untuk penghentian penyidikan yang diajukan tersangka sebagai
pemohon karena rangkaian penyidikan tidak hanya melibatkan
kepentingan penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang
berkepentingan melainkan tersangka/terdakwa yang termasuk

unsur-unsur dari rangkaian penyidikan. Sesuai dengan tujuan pra
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peradilan sebagai kontrol horizontal, antara semua komponen
penegak hukum jaksa, polisi, advokat agar kepastian hukum
benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan,
dalam melaksanakan kewenangannya seperti penangkapan,

penahanan, penyitaan dan penyidikan.

. Viktor Osmon Tarigan, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, NPM: 120510930, Judul “Upaya Hukum Terhadap

"

Putusan Pra peradilan di Indonesia Adapun rumusan
masalahnya adalah Bagaimanakah argumentasi hukum dalam
praktek pengajuan upaya hukum terhadap putusan pra peradilan
di Indonesia? Bagaimanakah formulasi hukum yang tepat untuk
mewujudkan payung hukum terhadap putusan pra peradilan?
Tujuannya adalah Untuk mengetahui argumentasi hukum dalam
praktek pengajuan upaya hukum terhadap putusan pra peradilan
di Indonesia. Untuk mengetahui formulasi hukum yang tepat
dalam mewujudkan payung hukum terhadap putusan pra
peradilan. Hasil penelitiannya adalah argumentasi para pihak
dalam praktek pengajuan upaya hukum terhadap putusan pra
peradilan di Indonesia berbeda-beda. Formulasi yang tepat
untuk mewujudkan payung hukum terhadap putusan pra
peradilan dan reformasi KUHAP khususnya mengenai lembaga
pra peradilan sehingga terwujud aturan yang jelas dan

sistematis dalam mewujudkan payung hukum terhadap putusan

pra peradilan.
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3. Julianto, llmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM:
070509711, Judul “ Peranan Pra peradilan Dalam Rangka
Penegakan Hukum Pidana di Indonesia “ Adapun rumusan
masalahnya adalah Apakah pelaksanaan pra peradilan sudah
berperan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia? Tujuan
penelitiannya adalah untuk memperoleh data guna mengetahui
apakah pelaksanaan pra peradilan sesuai dengan prinsip
penegakan hukum pidana di indonesia, Hasil penelitiannya
adalah tata cara pelaksanaan pra peradilan di Indonesia telah
dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana akan tetapi dalam
kenyataannya, pelaksaan pra peradilan belum memberikan
peran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini
dapat dilihat dalam kenyataan dimana terdapat banyak pihak
baik tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan yang
tidak dapat menggunakan haknya dalam mengajukan
permohonan pra peradilan, yang disebabkan karena adanya
oknum-oknum aparat penegak hukum tertentu yang
menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, agar pihak-pihak
yang kepentingan hukumnya dirugikan dalam proses hukum
yang berjalan tidak dapat mengajukan permohonan pra

peradilan.

F. Batasan Konsep
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1. Dasar Pertimbangan Putusan Praperadilan Yang Membatalkan

Penetapan Tersangka

Dasar Pertimbangan yang menyebabkan dikeluarkannya
putusan pemeriksaan sidang pendahuluan yang dikeluarkan
pengadilan negeri yang membatalkan penetapan status

tersangka seseorang.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
(biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk
dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini
didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindakan melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang

berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

G. Metode Penelitian



1.
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Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian
hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi
norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik
secara lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang
berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan

dengan permasalahan yang ditulis.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian huum normatif,
sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri

dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan yang terkait dan tersusun secara sistematis yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana

3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana



4)

1)

2)

3)

4)

5)

15

Korupsi

Udang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

. Bahan Hukum Sekunder

Putusan Mahkamah Konstitusi putusan No 21/PUU-
XI1/2014 tentang perluasan objek praperadilan mengenai
sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan

dan penyitaan

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-
XIV/2016 mengenai uji materi Pasal 263 (1) UU Nomor 8

Tahun 1981 tentang KUHAP

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tahun 2015 yang isinya
menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka

tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor
36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tahun 2015 menyatakan
bahwa penyidikan dan penyitaan barang oleh KPK
terhadap Hadi tidak sah dan harus dihentikan juga
berujung pada pengguguran status Hadi sebagai

tersangka.

Putusan MA Nomor 50/PK/Pidsus/2016 yang isinya
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menolak PK yang diajukan KPK terhadap putusan

Praperadilan Hadi Purnomo.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data
dengan cara melakukan studi kepustakaan dan wawancara.

Adapun uraian mengenai metode pengumpulan data adalah:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara
mencari dan membaca referensi dari buku, artikel di internet,
surat kabar dan semua bahan kepustakaan yang

berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
wawancara terstruktur, dengan membuat daftar pertanyaan
sebagai pedoman wawancara dan menanyakan secara
langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah
dibuat kepada narasumber. Pada penelitian ini wawancara
dilakukan  kepada narasumber untuk memberikan
keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
yaitu Bapak Dion yang meruapakan Anggota Biro Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Metode Analisis Data
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Metode analisis yang penulis gunakan adalah bahan
hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis untuk
kemudian dicari perbedaan maupun persamaan pendapat

hukumnya.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur

bernalar digunakan secara deduktif.

H. Kerangka Isi Penulisan Hukum / Skripsi

Sesuai dengan judul “ Dasar pertimbangan Putusan Praperadilan
yang membatalkan Penetapan Tersangka Oleh KPK Terhadap
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ penulisan ini akan
dibagi kedalam tiga Bab. Masing-masing Bab terdiri dari sub-sub
bab yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan.
Adapun sistematika penulisan hukum adalah, BAB |

PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian,

Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB Il : PEMBAHASAN, terdiri dari penjelasan terkait Praperadilan,
Tinjauan Umum Tentang Korupsi, Peran Komisi Pemberantasan
Korupsi, Analisis Kasus Praperadilan, Dasar Pertimbangan Putusan

Praperadilan Dalam Pemberantasan Korupsi.



BAB Ill : PENUTUP, memuat kesimpulan Dan saran.
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